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MOTTO :
وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا 
Artinya : Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sengguh, Allah Maha mengetahui mahateliti. (QS. An-Nisa’:35)
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4. Seluruh keluarga besar ku, terimakasih telah menjadi motivasi dan bisa menguatkan saya hingga sampai menuju keberhasilan saya.
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7. Sahabat-sahabat KKN kelompok 80 desa Muara Penimbung ilir.
8. Dan untuk kaian sahabat-sahabat Hukum Keluarga Islam 3 Angkatan 2018.











ABSTRAK
Mediasi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara para pihak. Adanya covid membuat mediasi yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara virtual. Peraturan mediasi elektronik telah tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terkait mediasi dilakukan secara audio visual. Namun, secara khusus terkait prosedur kebijakan mediasi eletronik tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Pengadilan Agama kelas 1A Palembang dalam melakukan mediasi elektronik melalui aplikasi zoom.. Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pasca Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2022 Dan Upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Mendamaikan (Mediasi) Perkara Perceraian Secara Elektronik. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan Sumber data yang digunakan data Primere, Sekunder Dan Tersier, Pengumpulan data di lapangan dengan wawancara dan dokumentasi.. Hasil penelitian ini yaitu: Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pasca Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2022 adalah efektivitasnya sanggat bagus untuk membantu pihak yang  berpekara dalam  mendamaikan perkara perceraian  dan yang tidak dapat hadir secara langsung atau yang  ada diwilayah luar kota Pengadilan Agama. Adapun Upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Mendamaikan (Mediasi) Perkara Perceraian Secara Elektronik adalah majlis hakim yang menyidangkan perkara tetap berkewajiban untuk mendamaikan pihak berperkara di persidangan. Seperti yang dikatakan di awal proses mediasi secara online sama dengan mediasi offline, media yang digunakan dalam mediasi online yang menggunakan media audio visual misalnya aplikasi Zoom seorang mediator melakukan panggilan video call di smartphone ataupun laptop di sebuah ruangan yang telah ditentukan di lingkungan Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Efektivitas  Hukum, Mediasi Elektronik, Perceraian
PEDOMAN TRANSLITERASI
Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Konsonan
	Huruf
	Nama
	Penulisan

	
	
	Huruf kapital
	Huruf kecil

	ا
	Alif
	Tidak dilambangkan

	ب
	Ba
	B
	B

	ت
	Ta
	T
	T

	ث
	Tsa
	Ts
	Ts

	ج
	Jim
	J
	J

	ح
	Ha
	H
	H

	خ
	Kha
	Kh
	Kh

	د
	Dal
	D
	D

	ذ
	Dzal
	Dz
	Dz

	ر
	Ra
	R
	R

	ز
	Zai
	Z
	Z

	س
	Sin
	S
	S

	ش
	Syin
	Sy
	Sy

	ص
	Shad
	Sh
	Sh

	ض
	Dhad
	Dl
	Dl

	ط
	Tha
	Th
	Th

	ظ
	Zha
	Zh
	Zh

	ع
	‘Ain
	‘
	‘

	غ
	Ghain
	Gh
	Gh

	ف
	Fa
	F
	F

	ق
	Qaf
	Q
	Q

	ك
	Kaf
	K
	K

	ل
	Lam
	L
	L

	م
	Mim
	M
	M

	ن
	Nun
	N
	N

	و
	Waw
	W
	W

	ھ
	Ha
	H
	H

	ء
	Hamzah
	ٔ
	ٔ

	ي
	Ya
	Y
	Y



2. Vokal
Sebagaimana halnya vocal Bahasa Indonesia, vocal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong)dan vokal rangkap (diftong).
a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat
Contoh:
	     Tanda
	      Nama
	       Latin
	Contoh

	اٙ
	      Fathah
	          A
	مَنْ

	اِ
	      Kasrah
	           I
	مِنْ

	اُ
	     Dhammah
	           U
	رُفِعٙ



b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:
	       Tanda
	     Nama
	       Latin
	Contoh

	لٙي
	Fathah dan ya
	Ai
	كٙيْفٙ

	تٙوْ
	Fathah dan waw
	Au
	حٙوْلٙ


3. Maddah
Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).
Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh
	Ditulis

	ماا

مى
	Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunkan huruf ya
	 Ā/ā
	مٙات \
رَمٙى
	Māta/
Rama

	ي
	Kasrah dan ya
	Ī/ī
	قِيْلٙ
	Qīla

	مُوْ
	Dhammad dan waw
	Ū/ū
	يٙمُوْتُ
	Yamūtu



4. Ta Marbuthah
Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:
a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah maka transliterasinya adalah huruf ţ;
b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruh h;
Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:
الْأٙطْفٙالِ رٙوْضٙةُ	=Raudhatul athfāl
الْمُنٙوّٙرٙةُ اٙلْمٙدِيْنٙةُ	=Al-Madīnah al-Munawwarah
الدِّيْنِيٙةُ اٙلْمٙدْرٙسٙة	=Al-madrasah ad-dīniyah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.
Misalnya:
رٙبّٙنٙا	=Rabbanā	نٙزّٙلٙ	=Nazzala
اٙلْبِرُّ	=Al-birr	اٙلْحٙجُّ	=Al-Hajj
6. Kata Sandang al
a. Diikuti oleh huruf as-syamsiyah, maka ditranslitersaikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ī] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.
Contoh:
اٙلسّٙيِّدُ	=As-Sayyidu	اٙلتّٙوّٙابُ	=At-Tawwābu
اٙلرّٙجُلُ	=Ar-Rajulu	اٙلشّٙمْشُ	=As-Syams
b. Diikuti oleh huruf al-Qomariyah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.
Contoh:
اٙلْجٙلٙالُ	=Al-Jalāl	اٙلْبٙدِيْعُ	=Al-badī’u
اٙلْكِتٙابُ	=Al-kitāb	اّلْقٙمٙرُ	=Al-qomaru
Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qomariyah.
7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.



Contoh:
خُذُوْنٙ تٙأْ	=	Ta’khudzūna	أُمِرْتُ	=Umirtu
اٙالشُّھٙدٙاءُ	=As-Syuhadā		بِھٙا تِ فٙأْ	=Fa’ti bihā

8. Penulisan Kata
Setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf  pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperi itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.
Contoh:
	Arab
	Semestinya
	Cara Transliterasi

	ألْكٙيْلٙ  وٙأٙوْفُوْا
	Wa aufū al-kaila
	Wa auful-kaila

	١لنّٙسِ عٙلٙى وٙلِلّٙهِ
	Wa lillahi ‘ala al-nas
	Wa lillāhi ‘alannās

	الْمٙدْرٙسٙةِ فِى يدْرُسُ
	Yadrusu fi’al-madrasah
	Yadrusu fil-madrasah


9. Huruf Kapital
Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut  didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
	Kedudukan
	Arab
	Transliterasi

	Awal kalimat
	نٙفْسٙهُ عٙرٙفٙ مّنْ
	Man ‘arafa nafsahu

	Nama diri
	رٙسُوْلٌ اِلاّٙ مُحٙمّٙدٌ وٙمٙا
	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	nama tempat
	الْمُنٙوّٙرٙةُ الْمٙدِيْنٙةُ مِنٙ 
	Minal-Madīnatil-Munawwarah

	nama bulan
	رٙمٙضّانٙ شٙھْرِ اِلٙى 
	Ilā syahri Ramadāna

	Nama diri didahului al
	الشّٙافِعِى ذٙھٙبٙ
	Zahaba as-Syāfi’ī

	Nama tempat didahului
	الْمٙكّٙةُ مِنٙ رٙجٙعٙ
	Raja’a min al-Makkah



10. Penulisan Kata Allah
Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.
Contoh:
وٙاللهُ		=	Wallāhu	اللهِ فِ	=Fillāhi
اللهِ مِنٙ	=		Minallāhi	لِلّٙهِ	=Lillāhi

















KATA PENGANTAR
[image: ]
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleski dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum yang tunduk kepada  peraturan hukum kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai  pelanggaran hukum yang terjadi dalam interaksi sosial dan pelanggaran atas ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Peradilan dapat juga dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.[footnoteRef:1] [1: 	 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasioanl, (Surabaya: Kencana, 2008),10] 

Sistem hukum Indonesia ada beberapa alternatif penyelesaian perkara  diluar pengadilan, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain, yaitu : konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan perdamaian, pendapat hukum oleh lembaga arbitrase, dan arbitrase. Dari beberapa alternatif tersebut, mediasi merupakan alternatif yang terbaik mengingat upaya perdamaian sebgaai suatu langkah awal dalam perkara perdata yang diajukan di suatu pengadilan tingkat pertama, guna menciptakan kondisi saling menguntungkan   melalui tahapan yang efektif dan efisien.[footnoteRef:2] [2:  M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Penyelesaian, Persidngan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),4] 
1

Sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara Elektronik dimana Mediasi Elektronik didefenisikan sebagai alternative tata cara mediasi di pengadian dalam hak para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Dengan maksud menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sekaligus membukakak akses yang lebih besar kepada para pihak dalam penyelesaian sangketa perkara perdata, tata usaha Negara, agama sebelumya Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tenang prosedur mediasi di pengadilan.Perma tersebut mengintergransikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sangketa atau gugatan di pengadilan.
Namun perkembangan teknologi, komunikasi, serta informasi dewasa ini memberi implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk terhadap efektivitas proses berpekara di pengadilan terutama dalam pelaksanaan mediasi. Sebab Perma Nomor 1 Tahun 2016  tentang prosedur medisi di pengadilan belum mengatur dengan tegas dan terperinci prihal pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan.[footnoteRef:3] [3:  Super User , “Mediasi Perdna Secara Elektronik di Pengadilan Agama Rantauprapat” , 2022. hhtp://www.pa rantaurapat.go.id./pulikasi/ berita 236 (diakses pada tanggal 08 febuari 2023 pukul 00:08 WIB) ] 

 Mediasi diartikan sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelsaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.[footnoteRef:4] Mediasi menurut  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut merupakan cara untuk menyelesaikan perkara sengketa melalui sebuah perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua bela pihak yang dibantu oleh seorang mediator,  adapun tujuan dari mediasi tersebut ialah berupaya  agar dapat menyelesaikan sebuah kasus  perkara atau konflik demi tercapainya sebuah hasil perdamaian dari perkara tersebutt. Mediasi biasanya dilakukan dengan cara bertatap muka atau secara langsung dalam satu ruangan yang sama. Dengan kemajuan Teknologi Komunikasi serta informasi proses mediasi ini tidak harus dilakukan dengan cara tatap muka  langsung, namun  bisa dilakukan dengan cara melalui audio visual, didalam  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor  1 tahun 2016  pasal 5 ayat (3)  [4:  Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000)] 

menerangkan bahwasanya pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi visual jarak jauh yang akan memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta beradaptasi dalam pertemuan.[footnoteRef:5] [5:  Pemerintah Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dipengadilan.] 

Sebenarnya Sebagian Pengadilan Agama diindonesia telah melaksanakan mediasi secara elektronik beberapa tahun terakhir sejak adanya pandemic Covid-19 yang mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan serta menjaga jarak, maka semua sistem pengadilan agama dilakukan dengan cara online.  Dan mediasi online mediasi yang awalnya dilakukan dengan bertatap muka langsung karena adanya wabah covid -19 banyak dilaksanakannya menggunkan online. Namun, secara yuridis tidak ada sebuah landasan hukum yang mengatur secara khusus mengenai prosedur mediasi elekronik. Adapun PERMA Nomor 1 tahun 2016 belum menjelaskan secara rinci tentang mengenai pelaksanaan prosedur mediasi elektronik. Dan untuk menjawab hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan hukum mediasi secara elektronik melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi Secara Elektronik dipengadilan guna mengatur melaksanakan program mediasi elektronik secara pesifik lagi dimulai dari kesepakatan, pemilihan mediator, perpergian administrasi document elektronk, pemilihan ruang virtual elektronik, tanda tanggan elektronik  sampai menyampaikan mediasi elektronik.[footnoteRef:6] [6:  Pemerintah Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Mediasi secara Elektronik.] 


Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003  yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di pengadilan.  Mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari pertama sidang. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum.[footnoteRef:7] Salah satu perkara yang membutuhkan mediasi adalah perkara perceraian [7: Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah,” Al-Ahkam 25, no. 2 (2015): 181, doi:10.21580/ahkam.2015.25.2.601.,50] 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) tentang  Perkawinan dijelaskan   bahwa perkawinan adalah   ikatan   lahir   batin   antara seorang  pria  dan  wanita  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  untuk membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian perkawinan tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam islam bertujuan untuk mewujudkan penuh rasa kasih sayang dan kebahagiaan antara suami isteri, sehingga menjadi keluarga yang diRidhai Allah SWT. Pernikahan akan membentuk suatu keluarga yang bahagia, pada hakikatnya suatu keluarga terdiri dari bapak, ibu,   dan anak-anak mereka tinggal dalam satu rumah.[footnoteRef:8] Pernikahan tidak selalu berjalan mulus terkadang berakhir dengan perceraian. Didalam masyarakat terkadang menyelesaikan masalah pernikahan mereka memilih bercerai    sebagai solusi dalam masalah ini.[footnoteRef:9] [8: Eka Pola Pancarani, Qodariah Barkah, Dan Zuraidah Zuraidah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Terhadap Pengabaian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim,” Jurnal Usrah 4, no. 2 (2020): 67–84.]  [9:  Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.] 

Perceraian dalam bahasa Arab yaitu dari  kata “طْلاَلطْأ“ artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan. Sedangkan Perceraian menurut syara’ adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau selamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzid, talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang menjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah. Perceraian juga terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Perceraian menimbulkan ancaman terberat dalam rumah tangga, setiap pasangan yang menikah sangat tidak menginginkan terjadinya perceraian dalam kehidupan mereka. Namun jika dilihat pada zaman sekarang ini bahwa perceraian semakin marak terjadi.  Terdapat begitu banyak alasan bagi seorang suami maupun istri untuk berpisah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu.[footnoteRef:10] [10:  Indra Prayoga dan Arne Huzaimah, “Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/PDT.G/2015/PA.PAS,” Jurnal Usrah 4, no. 2 (2020): 25–33.] 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
g. Suami melanggar taklik talak
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Adapun dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitasnya dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang setelah berlakunya regulasi tersebut  yang akan penulis tuangkan dalam judul Penelitian
 “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah yang telah  dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bgaimana Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pasca Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2022?
2. Bagaimana Upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Mendamaikan Mediasi Perkara Perceraian Secara Elektronik?

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
        Penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki dua tujuan yaitu:
a. Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pasca Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2022.
b. Untuk Mengetahui Upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Mendamaikan Mediasi Perkara Perceraian Secara Elektronik.
2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut :

a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi Ilmu pengetahuan dan keilmuan khususnya dalam ruang lingkup mediasi.
b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan berguna sebagai rujukan bagi praktisis hukum, dan meberikan wawasan baru terkait dengan masalah yang akan diteliti.

D. Penelitian Terdahulu
Berikut ada beberapa Penelitian yang membahas tentang mediasi pada penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis antara lain sebagai berikut :
Skripsi pertama, yaitu skripsi yang di teliti oleh Dede Anggraini Elda Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, membahas tentang, “Efektivitas Perma nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”. Dari penelitian tersebut di simpulkan, Hakim mediator menganggap bahwa kontribusi yang di berikan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sangat positif dan keleluasaan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) jauh lebih baik dari sebelumnya meskipun tidak bisa membuat para pihak berdamai dan bersatu dalam rumah tangga, setidaknya setelah di mediasi para pihak berpisah secara baik.[footnoteRef:11] [11:   Dede Anggraini, “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”. Skripsi : UIN Raden Fatah Palembang, 2017.] 

Skripsi kedua, yaitu skripsi  yang diteliti oleh Ajib Super Surya Tahun 2018 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, membahas tentang “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang”. Penelitian ini mengfokuskan mengenai pandangan hakim tentang tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai talak dipengadilan agama kelas 1A Palembang.[footnoteRef:12] [12:  Ajib Super Surya, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang”. Thesis Pescasarjana UIN Raden Fatah Palembang,  2018.121] 

Skripsi ketiga, yaitu skripsi yang diteliti oleh Achmad Syaifudin, dalam Jurnal Al-Hukama, Vol. 07, No. 02, Desember 2017. Dengan judul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung tentang  Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa. Terdapat perbedaan antara Perma Nomor 1 tahun 2008 dengan Perma No. 1 tahun 2016, yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya. Perbedaan tersebut cukup membantu melancarkan proses mediasi, tetapi tidak ada perubahan tingkat keberhasilan yang siginifikan terhadap pencegahan terjadinya perceraian karena tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang berperkara. Seyogyanya Pengadilan Agama Sidoarjo mensosialisasikan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi kepada mediator dan para pihak yang bersengketa. Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo hendaknya memahami dan menerapkan secara benar aturan yang ada di Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.[footnoteRef:13] [13:  Achmad Syaifudin, “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo,” Al-Hukama’ 7, no. 2 (2018): 412–36, doi:10.15642/alhukama.2017.7.2.412-436.] 

Skripsi keempat, yaitu yang di teliti oleh Nopriana Tahun 2015 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, membahas tentang “Dampak Layanan Mediasi Terhadap Penyelesaian Perselisihan Harta Waris (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Muara Enim)”. Dari penelitian tersebut disimpulkan,  Dalam memberikan layanan mediasi biasanya pengadilan agama Muara Enim memberikan nasihat tentang mediasi, jika kedua pihak setuju maka perkara akan di sidangkan lagi. Dan apabilah tidak setuju maka mediasi dianggap gagal. Dampak layanan mediasi memberikan dampak yang positif yaitu, bisa mempererat, menjalin hubungan silahtuhrahmi, terciptanya suasana perdamaian dan tercapainya kata sepakat. Faktor pendukung layanan mediasi adalah faktor undang-undang yang mewajibkan mediasi tersebut atau diwajibkan perdamaian tentang harta dan Mahkamah agung RI No 1 tahun 2016 yang mewajibkan semua pihak yang berperkara wajib melakukan mediasi dan wajib datang dan apabilah tidak datang maka mediasi tersebut dianggap gagal.[footnoteRef:14] [14:  Nopriana. “Dampak Layanan Mediasi Terhadap Penyelesaian Perselisihan Harta Waris (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Muara Enim)”, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2015.28] 


Berdasarkan Penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan diatas, beda antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada aspek lokasi penelitian, pembahasan, dan kebaruan masalah yakni pada Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa belum banyak yang membahas tentang Efektivitas  Pelaksanaan Mediasi Elektronik Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor 3 Tahun 2022.


E.  Metode Penelitian
Metode penelitian itu haruslah memuat cara yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, berhati-hati, sistematis, dan dengan mengun akan cara-cara khusus yang mana sudah dapat dikemukakan jawabannya mengenai masalah, fakta serta fenomena-fenomena dalam bidang tertentu. Adapun caranya ialah dimulai dari mengumpulakan data-data, melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan barulah dengan data-data yang ada bisa digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diangkat.[footnoteRef:15] [15:  Fuady Munir, “Metode Riset Penelitian: Pendekatan Teori dan Konsep”,  (Depok: Rajawali Perss, 2018),68] 

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjdi di kehidupan masyarakat. Kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjdi di lapangan merupakan objek dari penelitian ini, maksud dan tujuannya adalah untuk dapat mengetahui serta menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian setelah data telah terkumpul dilanjutkan untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya akan mengarah pada penyelesaian masalah.[footnoteRef:16] [16:  Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 29.] 

2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu lebih spesifiknya dengan penelitian yang memuaskan, dengan menggambarkan substansi pilihan yang didapat penulis, kemudian mengaitkannya kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penelitian skripsi ini. 
Metode kualitatif dapat juga digunakan untuk mengkaji, menguraikan suatu permasalahan yang terjadi. Baik sebagai kata-kata maupun bahasa dan mengharapkan untuk memahami penemuan-penemuan yang ditemukan atau yang terjadi di lapangan dalam yang ditemukan atau yang terjadi di lapangan dalam kaitanya dengan realitas sosial misalnya, perilaku, motivasi, dan lainya.  
Penelitian kualitatif didefinisikan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berbentuk kata-kata, tulisan dan perilaku yang sedang diamati. Adapun alasan mengapa penelitian menggunakan metode kualitatif karena banyak alasan, pertama metode kualitatif lebih mudah dimengerti apabila berhadapan langsung dengan kenyataan atau fakta yang ada. Kedua, metode ini menyampaikan gambaran secara langsung antara hubungan penelitian dan responden.[footnoteRef:17] [17:  Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung : Alfabeta, 2017),100] 

b. Sumber Data
Adapun diperlukan dalam penyusunan proposal skripsi ini memiliki Tiga sumber yaitu : data primere, sekunder, dan tersier.

1) Data Primer
Data primer merupakan data diperboleh langsung dari lokasi penelitian baik melalui sebuah interview, pengamatan lokasi. sumber data primer didalam penelitian meliputi Putusann Mahkama Agung, putusan Hakim, Masyarakat, dan Orang Yang berperkara.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari informasi. Dalam hal ini data sekunder dapat terbentuk dokumen serta cara mengumpulkan semua data yang disebut dokumentasi. Yang dimaksud metode ini berfungsi untuk mendapatkan data yang berbentuk tulisan seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dan dokumen lainya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
3) Data Tersier
Data tersier adalah data penunjang dari data primer dan data sekunder, data tersier ini di peroleh dari ensiklopedia, kamus, dan lainnya yang masih memiliki hubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian.
3. Lokasi Penelitian
Wilayah atau lokasi Penelitian dalam Propsal ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Yang beralamatkan di Jalan  Pangeran Ratu Nomor B8 Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang Provinis Sumatera Selatan 30257.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi 
Populasi adalah jumlah dari keseluruhan abjek (satu-satuan atau individu-individu)  yang karakteristiknya  hendak diduga. keterangan-keterangan (karakteristik) yang dikumpul dari unit  analisis membentuk suatu data  statistik . Adapun Populasi  dalam penilitian ini adalah   Di Pengadilan Agama  Kelas 1A Palembang.
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populsi yang sebagian karakteristiknya hendak di selidiki, dan  di anggap bias mewakili keseluruhan populasi. Tehnik pengambilan sampel dalam peneitian ini adalah menggunkan teknik purposivfe sample, yang pengambilan sampel berdasarkan maksud dan tujuan penilitihan dengan mengambil subyek yang berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang mempunyai hubungan dengan populasi yang sudah diketahui. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 4 orang hakim, 1 panitera dan para pihak yang saat itu sedang bersidang.
5. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga macam yaitu :  wawancara, dokumentasi, dan tersier.[footnoteRef:18]  Berkaitan dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan yaitu : [18:   Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R dan D”. (Bandung : Alfabeta, 2018),67] 

a. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan melalui proses tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada sampel penelitian tentang masalah yang akan diteliti.[footnoteRef:19]  yang mana dalam hal ini penulis akan  melakukan wawancara terhadap narasumber yang terlibat dalam objek penelitian ini. [19:   Burhan Bugin,” Penelitian Kualitatif : Ekonomi, Kebijakan Public”, Ed.1, cet.1. (Jakarta : Kencana, 2011),80] 

b. Dokumentasi 
Penulis juga menggunakan teknik Studi kepustakaan (dokumentasi), yaitu mendokumentasikan sumber-sumber data, baik primer atau sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.[footnoteRef:20]  Adapun teknik studi dokumenter dalam penelitian ini berupa mengkaji teknik studi dokumenter dalam penelitian ini berupa mengkaji bahan-bahan pustaka baik bahan pustaka primer maupun sekunder yang terkait dengan penerapan hukum pidana di  [20:           	  Noeng Muhadjir, “Metode Kualitatif”, Ed IV. (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000),110] 


Indonesia. Lalu setelah itu penulis mencari gagasan-gagasan dari berbagai sumber yang terkait dengan objek penelitian yang kemudian akan dituangkan dan disusun kedalam bentuk tulisan pada  penelitian ini.
6. Analisis Data
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil Wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Teknik analissi data dalam penelitian ini dilakukan secara Deskriptif Kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam analisis deskriptif kualitatif penulis lakukan dengan menguraikan serta menganalisis permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan
Untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara menyelurruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun bagian-bagian sebagai berikut :
BAB I	: Bab Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan masalah yang menjadi dasar dijadikannya penelitian. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitan, dan sistematika penulisan.
BAB II	: Bab ini merupakan  Tinjauan umum yang akan membahas beberapa kajian pustaka mengenai tinjauan umum tentang Mediasi, pengertian perceraian,macam-macam perkara percerian  dan Perma No. 3 Tahun 2022.
BAB III	: Bab ini memberikan Deskripsi wilayah penelitian  yaitu Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Kewenangan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang,  Lokasi tempat dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.
BAB IV	: Pada Bab pembahasan ini memaparkan hasil dari penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pasca Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2022 serta Upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Mendamaikan Mediasi Perkara Perceraian Secara Elektronik. 	
BAB V	: Bab Penutup ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membangun terkait permasalahan yang diteliti.
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BAB II 
TINJUAN UMUM 

A. Pengertian Mediasi
1. Pengertian Medisi
Mediasi berasal dari Bahasa latin, mediare yang berarti di tengah. Makna ini menunjukan pada pera yang di tampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menegahi dan menyelesaiakan sengketa antar para pihk. “berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaiakan sengketa.[footnoteRef:21] Mediasi, Secara eksis mulai dipergunakan sejak 35 tahun yang lalu di amerika serikat, awalnya hanya menangani perkara-perkara perburuan. Semakin lama dan berkembang, Mediasi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa buruh saja, tetapi juga menyelesaiakan sengketa antara komunitas, keluarga dan pribadi. Seiring perkembangan zaman, penyelesaian sengketa melalui Mediasi semakin meluas dan mendunia. Secara etimologi, istilah Mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugas menegahi dan menyelesaiakan sengketa antara para pihak.“berada di tengah” juga bermakna Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.[footnoteRef:22] [21:  Syahrizal Abbas, Mediasi: dalam perspektif hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional , (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2009),50]  [22:  Ibid.] 

Kamus besar bahasa Indonesia kata Mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[footnoteRef:23] Secara terminologi pengertian mediasi dapat dilihat dalam Peraturan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[footnoteRef:24] [23:  Tim penyusun kamus pusat Bahasa, Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga , cet II, (Jakarta: balai pustaka, 2002)]  [24:  Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta : Raja Grafindo, 2010),40] 

filosofis dalam pertimbangan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa: “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka Secara akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian.[footnoteRef:25] Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sangketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersangketa. Pihak ketiga tersebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya menbantu pihak-pihak yang bersangketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai ketenanangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disisi hanya bertindak sebagai fasilator saja. Dengan medisi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian  masalah tu sangketa yang dihadapi para pihak yang selanjutnya akan diuangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berda ditangan mediator tetapi ditangan para pihak yang bersangketa.[footnoteRef:26] [25:  Syahrizal Abbas, Op.Cit, 50.]  [26:  Rahmadi Usman, Penyelesaian Sangketa di Luar Pengdilan, (Bandung: PTAAditya Bakri, 2003),60] 

Kata perdamaian merupakan istilah donatif yang sangat umum, dan istilah ini bias berkonotasi perdamaian dalam lingkup keharta bendaan, perdamaian, dalam lingkup pengasuhan perdamaian dalam urusan rumah tangga perdamaian antara sesama muslim dan sebagiannya. Dalam peramaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisi dan bersangketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus mnyerahkan kepada pihak yang lebih dipercayakan untuk menyelesaikan perkara sedang diperselisikan oleh keduanya agar permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dan tidak ada permusuhan antara keduanya. 
Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara,sehingga tidak ada kata menang atau kalah,semuanya sama-sama baik,kalah maupun menang.[footnoteRef:27] Kemudian dalam pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap hakim,mediator,para pihak atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. [footnoteRef:28] [27:  M. Yahya Harahap, Kedudukukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta:Pustaka Kartini, 2001),61]  [28:  Lihat PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan.] 

Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan  dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim menguatkan akta perdamaian antara pihak-pihak berperkara yng memuat isi perdamaian. Dengan majlis hakim memerintahkan parah pihak mematuhi isi perdamaian tersebut akta perdamaian mempunyai kekuatan berlaku dan dijadikan sama dengan putusan (Pasal 130 Ayat 2 HIR Ayat 2 RBg). [footnoteRef:29]Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi kedua belah pihak yang bersengketa guna mendapatkan kesepakatan yang dapat diteerima oleh kedua belah pihak. [29:  Abdul Kadir Muhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),98] 

Dari beberapa defenisi di atas dapat di tarik menjadi beberpa pengertian mediasi adalah sebagai berikut 
a. Mediasi adalah inverpensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi pihak ke tiga,dapat yang dapat di terima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu parah pihak yang berselisi dalam upaya kesepakatan setelah suka rela dalam penyelesaian permasalahan yang di sengketakan: 
b. Mediasi adalah suatu proses dimana pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang di sengketakan untuk mencari anternatif dan mencapai penyelesaian dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. 
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi 
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukanya Mediasi adalah menyelesaiakan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujutan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui Mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam Mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya membantupara pihak dalam menjaga proses Mediasi guna mewujutkan kesepakatan damai mereka.
Penyelesaian Sengketa melalui jalur Mediasi sangkat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam Mediasi yang gagalpun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses Mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar permasalahan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaiakan sengketa, namun mereka belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujutkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan Itikad Baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan Itikad Baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujutanya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:
1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaiakan sengketa secara cepat dan relative murah
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepetingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologis mereka, sehingga Mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak Hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpatrtisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi meberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
6. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu megiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.
Kaitan dengan keuntungan Mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui Mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur Mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan win-win solution pada Mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.
Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga Mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses Mediasi dan keahlian Mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.[footnoteRef:30] [30:  Syahrizal Abbas, op. cit, 70.] 

3. Asas-asas umum dalam proses Mediasi
Sebagaimana diketahui bahwa Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi, dalam konteks Mediasi di pengadilan, ternyata Mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengadung arti proses Mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaiakan persengketaanya melalui perdamaian atau perundingan yang dibantu oleh Mediator.[footnoteRef:31] Maka terdapat beberapa perbedaan prinsip antara Mediasi dengan persidangan pada umumnya antara lain adalah: [31:  Rachmadi usman, mediasi pengadilan dalam teori dan praktek, (Jakarta timur: sinar grafika, cetakan pertama, 2012),63] 

1. Proses Mediasi besifat informa. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendeketan non legal dalam menyelesaiakan perkara, sehingga tidak kaku dan rigid. Bagi Mediator non hakim, pertemuan dapat dilakuka diluar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relative lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam Mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan Hukum acara sebagai pedoman proses, namun tingkat 
formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan makan proses Mediasi di pengadilan bersifat semi informal. Artinya tetap terikat pada aturan Hukum acara tertentu sebagai panduan dalam tahapan berjalanya proses.Proses mediasi dapat ditempuh dengan rileks, tidak perlu ada Penyebutan indentitas sebagai pengugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat bebas untuk mengajurkan usulan dan penawaran, termasuk bagi mereka yang berkedudukan sebagai tergugat.[footnoteRef:32] [32:  D .Y.Wiranto, hukum acara medias, dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradialn agama (bandung: alfabeta, 2011),77] 

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat dibandingkan dengan proses persidangan pada umumnya, sesuai dalam Pasal 3 Ayat (6) PERMA No 01 tahun 2016 disebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya terhitung sejak berakhirnya waktu 30 hari yang pertama. Perpanjangan waktu Mediasi ini harus berdasarkan atas kesepakatan para pihak.[footnoteRef:33]Tenggang waktu yang Panjang dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan selalu dikeluhkan oleh para pencari keadilan (justitiabelen), karena dengan rentang waktu yang begitu Panjang, cenderung akan mendatangkan kerugian bagi bara pihak terutama bagi mereka yang berkedudukan sebagai penggugat. [33:  Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan (kelompok kerja alternative penyelesaian sengketa Mahkamah Agung RI )] 

3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya menjadi penengah atau fasilitator dan membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persolan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Pada prinsipnya Mediator tidak boleh melakukan intervensi secara langsung terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melainkan hanya menjadi fasilitator agar dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.
4. Biaya ringan dan murah. Jika pada umumnya jalur litigasi membutuhkan biaya yang tinggi baik itu disetiap tahapan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tigkat terakhir, dengan adanya proses Mediasi ini dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan bagi para pihak sehingga asas peradilan yang berbiaya ringan dan murah dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Proses tertutup dan bersifat rahasia, pada Pasal 5 PERMA No1 tahun 2016 menyebutkan bahwa “proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain” artinya kerahasian selama proses Mediasi akan dilaksanakan secera tertutup, disamping itu semua hasil perundingan para pihak dalam proses mediasi akan dirahasiakan oleh mediator dari akseespihak-pihak luar, hal dimaksud untuk menyampaikan tawaran dan kepentingan dalam setiap perundingan, terhadap sengketa yang menyangkut harga diri dan kehormatan para pihak, maka proses yang tertutup akan menghindari terbukanya aib. diantara para pihak kepada masyarakat luas dan untuk lancaranya proses mediasi itu sendiri.
6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Bila para pihak menghedaki kesepakatan damai yang di tungkan kedalam kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, maka gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai. Selama telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (2) yaitu bertentangan dengan Hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan. [footnoteRef:34] [34:  Pemerintah Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (2)] 

7. Proses Mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog kepada para pihak guna mendapatkan informasi dengan pola komukasi interaktif, peran Mediator sangat penting sehingga membuat para pihak menjadi lebih nyaman dan terbuka ke Mediator, dan akhirya akan mempermudah proses mencari solusi.
8. Pengunaan Itikad Baik dalam Mediasi. Tujuan Mediasi adalah menyelesaiakan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya Itikad Baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif dan menghindari risiko berlangsungnya proses Mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah Mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Itikad Baik para pihak merupakan kunci keberhasilan Mediasi.[footnoteRef:35] [35:  Buku Tanya jawab Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan (kelompok kerja alternative penyelesaian sengketa Mahkamah Agung RI ).] 

9. Hasil Mediasi yang bersifat win-win solution. Ciri khas dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilana adalan adanya prinsip “win-win solution” yaitu suatu metode penyelesaian dimana masing-masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan secara berimbang sesuai kehendak yang disepakati atau tidak ada para pihak yang merasa kalah atau yang menang, melainkan para pihak merasa sama-sama puas dan pihak harus patuh dan menaati kesepakatan yang telah mereka kesepakati bersama.
10. Akta perdamaian bersifat final dan binding. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama atau setidaknya dengan putusan hakim yang telah Berkekuatan Hukum tetap (BHT) berdasarkan analisi Pasal 1 angka 2 PERMA mediasi bahwa akta perdamaian memilik kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan putusan oengadilan yang berkekuatan hukm tetap, pendapat tersebut dibangun atas alas an bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap ,asih terbuka untuk diajukan upaya Hukum luar biasi (peninjauan kembali) sedangkan akta perdamain sama sekali tidak tertutup bagi semua upaya Hukum.



Pasa 130 HIR Ayat 2 menyebut bahwa :	
Jika perdamaian terjadi maka tentang hal itu waktu siding harus dibuat sebuah akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) oti berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa
Berdasarkan rumusan Pasal diatas dapat ditarik dua intisari menyangkut kedudukan akta perdamaian antara lain :
1. Akta perdamaian bersifat inkracht van gewijsde.
2. Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.[footnoteRef:36] [36:  D.Y.Witanto,S.H, Hukum acara Mediasi, dalam perkara Perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradialn Agama (bandung: alfabeta, 2011),30] 

Pada persidangan pertama akan dilakukan perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg, yang intinya dalam perkara yang berjalan hakim akan mendamaikan para pihak.Namun pada umumnya, para pihak memasrahkan mediator kepada pihak pengadilan, karena kemungkinan tidak ada rencana untuk berdamai. Pengaturan perdamaian baik dalam HIR maupun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sehingga pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ialah perintah hakim kepada para pihak (tergugat dan penggugat) agar menyelesaikan perkara yang diajukan dengan jalan damaidalam perdamaian para pihak tersebut membicarakan, menegosiasikan satu sama lain, akhirnya bersepakat untuk menyelesaikan masalah tanpa diperiksa perkaranya.

Mediasi, mediator meminta para pihak melakukan pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan yang jangka waktunya tidak lebih dari 40 hari, yang artinya sebelum 40 hari para pihak harus melaporkan kepada mediator mengenai hasil pertemuan. Yang sekarang diubah menjadi 30 hari pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam acara perdata dinyatakan bahwa hakim sebelum memulai sidang perkara perdata agar terlebih dahulu berusaha atau mengusahakan suatu perdamaian bagi mereka yang bersengketa, apabila usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil, berarti hilangnya kewajiban hakim melakukan pemeriksaan selanjutnya.
 Firman Allah dalam Al Qur‟an Surat An Nisaa/ 3: 128:
وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗوَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗوَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا
Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz) atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya) Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir) Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[footnoteRef:37] [37:  Kementrian Agama Republik Indonesia, AL-QUR’AN Dan Terjemahnya. (Jakarta; Pustaka Agung Harapan, 2006)] 


Sebagai upaya untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, dibutuhkan kesungguhan hakim dalam mengupayakan imbauan perdamaian. Hakim merupakan perumus dan penggali nilainilai Hukum yang hidup di kalangan masyarakat dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan Hukum dan rasa keadilan. Di samping itu, sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari pihak-pihak yang berperkara wajib diperhatikan dalam mempertimbangkan keputusan yang akan dijatuhkan. Hakim juga dapat memberikan resep penyelesaiannya yang melegakan kedua belah pihak, yang dapat diupayakan dengan penguasaan bidang materi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.[footnoteRef:38] [38:  Masburiyah dan Hasan Bakhtiar, “Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi,” Media Akademika 26, no. 1 (2011): 70–90.] 

Hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam (1) Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 “Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”, (2) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”, (3) Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum maupun maksud itu dapat disimpulkan sbegai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”, dan (4) Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamian itu dibantu dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

B.  Mediasi Elektronik
Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mediator adalah hakim atau nonhakim yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Elektronik.  Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian melalui Mediasi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait administrasi Mediasi Elektronik yang diterima, disimpan, dan dikelola di dalam sistem informasi pengadilan. Domisili Elektronik adalah domisili Para Pihak berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi.[footnoteRef:39] [39:  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3  Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik] 

Setelah adanya mediasi secara elektrnik  banyak sekali perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, satu diantaranya yaitu adanya perubahan budaya dalam kehidupan sosial. Di mana perubahan budaya tersebut terlihat dari sikap masyarakat yang mulai membatasi segala bentuk kontak fisik (physical distancing) yang melibatkan orang banyak, misalnya adanya perubahan sistem kerja yang semula bekerja di kantor (work from the office) menjadi bekerja di rumah (work from home), digalakannya gerakan stay at home, serta mulai digantikannya pertemuan-pertemuan yang bersifat tatap muka (face to face meeting) menjadi secara virtual dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Perubahan tersebut juga berdampak dalam proses peradilan di Indonesia, yang mana semula proses peradilan wajib dilakukan secara manual di ruang sidang menjadi secara virtual dengan menggunakan.
  Administrasi Mediasi Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, pemberitahuan, resume dan tau pengelolaan penyampaian panggilan perkara dari Para Pihak, dokumen mediasi dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masingmasing lingkungan peradilan. Infrastruktur Elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjangutama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi, data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Mediasi Elektronik. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Mediasi Elektronik. Ruang Virtual Mediasi Elektronik adalah aplikasi yang menyediakan layanan pertemuan secara daring untuk menyelenggarakan kegiatan mediasi secara elektronik.
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana diatur dalam undang-undangyang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Tanda Tangan Manual adalah tanda tangan yang dilakukan menggunakan pena dan dibubuhkan di atas kertas. Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan bagi Mediator hakim melaksanakan proses mediasi di dalam ruang mediasi pengadilan karena bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Mediator hakim perlu melakukan Mediasi Elektronik.
berbagai platform aplikasi yang mempunyai sarana video call atau teleconfrence di dalamnya, seperti e-Court, Zoom Meeting, Whereby, Whatsapp dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut timbul pertanyaan, apakah adanya Pandemi Covid-19 tersebut juga menimbulkan perubahan dalam mekanisme pelaksanaan Mediasi yang juga merupakan bagian dari proses peradilan dalam perkara perdata gugatan?. Untuk menjawab hal tersebut, Penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan Mediasi secara manual sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pada perkara perdata, proses Mediasi wajib dimulai ketika pada hari persidangan pertama para pihak hadir lengkap, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan memberikan penjelasan terkait penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya Hakim pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk berunding guna memilih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. 
Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator, serta menunda proses persidangan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses Mediasi. Berbeda dengan mekanisme pada proses Mediasi Wajib, mekanisme proses Mediasi Sukarela pada tahap pemeriksaan perkara diawali dengan adanya pengajuan permohonan oleh para pihak kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian. Atas dasar permohonan tersebut Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui penetapan, menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Mediator dan menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penetapan diterbitkan. Berkenaan dengan kehadiran para pihak, baik dalam Mediasi wajib maupun Mediasi sukarela sama-sama mewajibkan para pihak (Prinsipal) untuk menghadiri pertemuan Mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Ketidakhadiran para pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut dalam proses Mediasi, akan menimbulkan konsekuensi hukum, di mana pihak yang tidak hadir tersebut dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator. [footnoteRef:40] [40:  Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik] 


C. Pengertian Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal kata “bercerai” artinya menjatuhkan talak atau memustuskan hubungan sebagai suami istri. Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian
Pengertian perceraian menurut undang-undang sesuai Pasal 38 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang lakilaki dengans eorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasrkan ketuhanan yang maha esa”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (Rumah Tangga) antara suami dan istri. Perceraian menurut subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.[footnoteRef:41]  jadi pengertian perceraian menurut subekti adalah pengahapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami dan istri menjadi hapus. Begitu pentingnya keutuhan rumah tangga, maka jika di antara suami istri timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka. [41:  Subekti, pokok-pokok hukum perdata, (Jakarta,PT.Internuasa, 2005),91] 

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara umum melaikan secara khusus dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas insiatif suami kepada Pengadilan Agama dan pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh da atas insiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dipositifkan UU Nomor 1 tahun 1984 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian penetapan cerainya suami dan istri secara Yuridis harus melalui diputuskan melalui siding perceraian di pengadilan, bukan hanya sekedar atas ucapan lisan persetujain dan keginin kedua belah pihak semata, perbuatan tersebut secara Yuridis tidak dapat dikatagorikan perceraian. Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu saja, perceraian diizinkan dalam syariah.
Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Islam.
2. Perceraian Dalam Islam
Quran mengigatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupanyakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasarkan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitanya dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami-istri atau anak-anaknya.Mengingat dampak perceraian yang sangat besar.
Dalam Haditst, Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Menikahlah dan jangan bercerai; Sungguh singgasana Allah Yang Maha Agung akan terguncang karena adanya perceraian.”


Dari Hadits tersebut, Hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan Rumah Tangga suami istri tersebut.
Begitu pentingnya keutuhan Rumah Tangga, maka jika di antara suami istri timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan Rumah Tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaanperbedaan serta mendamaikan mereka.[footnoteRef:42] [42:  Titik Triwulan Tutik, op. cit, 80.] 

a. Alasan perceraian
Di mata Hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh Hukum untuk melakukan suatu perceraian, itu sangat mendasar. Terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan. Apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.[footnoteRef:43] Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan di benci oleh tuhan, namun Hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. [43:  Budi susilo, prosedur gugatan perceraian, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008),83] 



Perceraian harus disertai dengan alas an-alasan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP N9 tahun 1975, yaitu:
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabu, pemadat, penjudi dan lain sebagianya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tampa izin pihak lain dan tampa alas an yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanya;
3. Salah satu pihak mendapatkan Hukuman penjara 5 tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
5. membahayakan pihak lain;
6. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebgai suami istri;
7. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga.
Sedangkan Alasan Perceraian dalam kompilasi Hukum Islam sama seperti yang disebut dalam Pasal 116, namun dengan penambahan dua Ayat yaitu:
1.  Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam Rumah Tangga.
Hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Begitu pentingnya keutuhan rumah tangga, maka jika di antara suami istri timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka.
Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW., maka para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam Syarah Al Kabir disebutkan ada lima kategori perceraian antara lain:
1)  Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq.
2) Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya, berdasarkan hadis: “Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.”
3) Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istriberakhlak buruk (su’ul khuluq Al-Mari’ah), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
4) Hukumnya mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama   terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
5) Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya dating.
	Landasan Hukum Tentang Perceraian Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih saying dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka islam mengatur tata acara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau percerai
Ketentuan Perceraian didasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Haidts, sebagai berikut. “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupankepada masing- masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalahAllah Maha Luas (karunia- Nya) lagi Maha Bijaksana.”
	 Qs. An-Nisa (4) ayat 130.50

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا 

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa, 130).[footnoteRef:44] [44:  Departemen Agama Republik I ndonesia  Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010),] 


Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebaagi alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami dan istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua
belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan bai’in kubro, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229.

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚوَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ 

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”[footnoteRef:45] [45:  Ibid.] 


Ayat di atas menerangkan bahwa kententuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai.52 Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 1, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yaitu kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak sunni
Dalil tentang perceraian yang terdapat dalam Al-Qur’an untuk selanjutnya diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW, yang kemudiandijadikan sandaran dasar hukum  perceraian dalam bentuk hadits salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
Sebenarnya hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jika yang disebut syiqaq sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-quran Surah An Nisa’ Ayat 35. Adapun bentuknya bisa dengan cara thalaq,khuluk, fasakh, taklik thalaq, dan lain-lain. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan  bersabar danberlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka tapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itupun dengan pertimbangan rumah tangga tersebut tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi, lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan.[footnoteRef:46] [46:  Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama,
(Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003),29] 

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pihak, baik suami atau istri melanggar hak dan kewajiban maka masingmasing pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan Peradilan Agama Islam Indonesia, dikenal dengan istilah cerai yaitu cerai gugat atau cerai talak.
1) Cerai Talak
Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara      tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI
2) Cerai Gugat
Cerai gugat adalah putusnya hubbungan perkawinan disebabkan gugatan cerai   dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 132 ayat (1) KHI.
Cerai talak petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak pada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa selama mantan istri tidak nusyuz maka suami masih mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah dan nafkah muth’ah pada sang istri. Sedangkan dalam cerai gugat, petitu perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu ba’in sughra kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun mut’ah karena suami tidak lagi mendapat hak untuk rujuk. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 11 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrakan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil medamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Ikatan perkawinan tersebut dapat diikrarkan apabila telah cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali.
Sebagaimana perceraian yang disebutkan dalam hadits nabi yang menjelaskan bahwa perceraian merupakan tindakan halal namun dibenci oleh Allah. Maka dalam rangka merealisasikan prinsip tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam pasal 1 sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir baik antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.
Dari kata-kata lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa prinsip perkawinan itu untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi suatu perceraian. Untuk lebih menegaskan bahwa Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian maka tata cara perceraian diatur dengan ketat sesuai dengan pasal 39 Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:
1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang   bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3) Tata cara perceraian di depan Pengadilan diatur dalam aturan perundangan tersebut.[footnoteRef:47] [47:  Mohamad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, (Jakarta: Bumi Askara, 2000)
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2004] 

D. Pengertian PERMA (Pelaturan Mahkamah Agung)
   1. Pengertian PERMA
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung (perma) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke selutuh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.[footnoteRef:48] Berdasarkan lampiran keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perma adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan dengan Perma, masalah hukum yang hendak diteliti adalah sebagai berikut. Pertama, di mana tempat kedudukan Perma dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan Indonesia Kedua, lembaga negara apa yang berwenang menguji Perma Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. [48:  Henry P. Panggabean. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001) ,88] 

PERMA adalah bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan, Mahkamah Agung  telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang  mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses berperkara di pengadilan.bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi.
Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mediator adalah hakim atau nonhakim yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu  para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Elektronik.
Dengan maksud menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sekaligus membuka akses yang lebih besar kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa perkara perdata, agama sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa/gugatan di pengadilan.
Namun, perkembangan teknologi, komunikasi, serta informasi dewasa ini memberi implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk terhadap efektivitas proses berperkara di pengadilan terutama dalam pelaksanaan mediasi. Sebab, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur dengan tegas dan terperinci perihal pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan
Untuk menjawab persoalan itu, belum lama ini, Ketua Mahkamah Agung (MA) RI M. Syarifuddin menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik pada Selasa 17 Mei 2022. Kemudian, Perma tersebut diundangkan Kementerian Hukum dan HAM dan mulai berlaku pada Senin 30 Mei 2022. Dalam Pasal 3 Perma Mediasi Elektronik, Mediasi di Pengadilan secara Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik (online/daring)
Dalam proses/pelksanaan  mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:
1. Tahap pramediasi
Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.
2. Tahap pelaksanaan mediasi
Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.
3. Tahap efektivitas mediasi
Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.
Ada 2 (dua) kesimpulan yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, kedudukan Perma sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah (PP). Kedua, lembaga negara yang berwenang menguji Perma secara materil sebagai peraturan perundang-undangan adalah suatu mahkamah yang masih perlu dibentuk. Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 24A UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 perlu diubah. Kedua, Mahkamah Penguji Peraturan Perundang-undangan yang otonom dan permanen perlu dibentuk. bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan, Mahkamah Agung · telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses berperkara di pengadilan.
perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik, Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatoryang dilakukan dengan  dukungan teknologi informasi dan komunikasi Mediator adalah hakim atau non hakim yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Elektronik. Mediasi Elektronik Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait administrasi Mediasi Elektronik yang diterima, disimpan,dan dikelola di dalam sistem informasi pengadilan. Pasal 2 menjelaskan Mediasi Elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
a. sukarela;
b. rahasia;
C. efektif;s
d. aman; dan
e. akses terjangkau.
a. Sukarela mengamanatkan bahwa menempuh Mediasi Elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama Para Pihak secara sukarela.
b. 	Rahasia mewajibkan Pihak, Mediator, danpihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalampertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan Mediasi Elektronik.
c. 	Efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung Mediasi Elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
d. 	Aman dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, ketersediaan,  keaslian dan kenirsangkalan terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan Mediasi Elektronik.
e. 	Akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan Para Pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses Jaringan internet beserta pembiayaannya penyelenggaraan Mediasi Elektronik.
   Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, panitera pengganti mencatatkan perkara ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik. Para Pihak menyerahkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik dengan dilampiri keterangan Domisili Elektronik. 
2.Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung
Kedudukan Perma di atur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU-MA). Perma berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Mahkmah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan dapat dilihat dari pembentukan Undang-Undang Mahkamah Agung dalam memberi kewenangan membentuk Perma.[footnoteRef:49] [49:  Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma),” Jurnal Rechtvinding 7, no. 9 (2017): 1–5.] 
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BAB III
GAMBARAN UMUM  PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG 
A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang 
Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Palembang adalah Penetapan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1952.[footnoteRef:50] Adapun sejarah dan visi misi Pengaidlan Agama Kelas IA Kota Palembang sebagai berikut; [50: http://Palembang.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1076&Itemid=643 diakses pada 15 Mei 2023. Pukul 11.20 WIB] 

a. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang
Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946, dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar`iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar`iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di Palembang.
Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648;Pengadian ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir(OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara. Seperti halnya Mahkamah Syar`iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementrian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementrian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji.52

Nang toyib sebagai ketuanya. Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifir kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementrian Kehakiman. Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary
Sebagai realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang Pengadilan tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan Agama/Mahkamah Syar`iyah di luar Jawa dan Madura, pada sebuah Pengadilan Agama Syar`iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu. Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang. Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Propinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus
Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro No.13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur`aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.
Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pension. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala. Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung “Milik Sendiri” yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas. Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib “berkelana” dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain. Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah adalah penyeragaman sesuai dengan
Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu. Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserah terimakan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc. Hk. Pada periode 1990 s.d. 1995, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1 Agustus 1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har, S.H. Pada tanggal 1 Agustus 1998, ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang. Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H. Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang.
Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, SH sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang. dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat . SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas I B. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, MH. bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Drs. H. Burdan Burniat, SH mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang setelah dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selanjutnya kepemimopinan digantikan oleh H. Helminizami, SH, MH, yang sebelumnya merupakan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1 A. Setelah pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. A. Muchsin Asyrof, SH, MH pada 4 Januari 2011, dilakukan serah terima jabatan.
Selama hampir 2 tahun mengemban tugas sebagai Ketua, H. Helminizami SH MH pun dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dilantik pada 27 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Drs H Alimin Patawari SH MH. Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami SH MH digantikan Dr.H. Syamsulbahri SH MH yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Yasmidi SH.

b. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palembang
Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Palembang adalah Penetapan Menteri Agama No.15 Tahun 1952.
1. Dari Zaman Kesultanan Palembang
Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu. Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya. Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.
Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh De Roo De La Faille, anggota Raad Van Indie (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang ada dikenal tentang empat “Mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya “Catur Menggala” dalam tradisi Jawa. Pembesar pertama ialah Pepatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum Agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Pepatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Pepatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang disebut “Pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap.
Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua : Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Pembagian ini diakui oleh Van Sevenhoven yang pernah menjabat Komisaris Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan Surambi di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum Agama di Cirebon.
Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.
2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang
Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang. Ketika Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengsir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya, dan dengan demikian berakhirlah sejarah kesultanan Palembang.
Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hokum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah ditahun 1878.
3. Ditengah suasana revolusi kemerdekaan
Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.
Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar`iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar`iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di Palembang.
Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648 ; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara. Seperti halnya Mahkamah Syar`iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementrian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementrian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.[footnoteRef:51] [51:   “Sejarah Pengadilan Agama Palembang”, diperbaharui 12 April 2022, diakses 21 Mei 2023. Google, https://palembang.go.id] 

Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifir kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementrian Kehakiman Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.
c. Visi misi Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang
Adapun visi misi Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang yakni ;[footnoteRef:52] [52: 	 Wawancara dengan Eka Yulina wati, S.Kom, M.H. Bidang IT pengurus aplikasi e-court Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, pada 18 desember 2019] 

Visi : TerwujdnyaPengadilan Agama Palembang yang 
Agung.
Misi : 	1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama
  Palembang
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pegadilan Agama Palembang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palembang.
d. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas I A Palembang
Wilayah hukum, sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka daerah hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Kelas I A Palembang meliputi seluruh wilayah di Kota Palembang yang terdiri dari 23 kecamatan  dan 116 kelurahan.[footnoteRef:53] [53:  “Wilayah Yuridiksi  Palembang”, diperbaharui 12 April 2022, diakses 5 April 2023. Google, https://pa-palembang.go.id
	] 
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Gambar.1
Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Palembang.



B. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang 
Berikut di bawah ini uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang :[footnoteRef:54] [54: 	http://palembang.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1068&Itemid=705 diakses pada 14 Mei 2023. Pukul 08.00 WIB] 

1. Tugas Ketua Pengadilan 
1. Memimpin jalannya peradilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang Kelas IA dan bertanggung jawab mewujudkan visi dan misinya.
2.  Melaksanakan hasil-hasil rapat kerja dan rapat koordinasi daerah PTA dan PA sewilayah PTA Palembang.
3.  Menetapkan serta menjadwalkan rencana dan sasaran setiap tahun kegiatan.
4. Menjaga dan mempertahankan kemandirian Pengadilan Agama Palembang Kelas IA dan menghindarkan diri dari perilaku unprofesional conduct.
5.  Menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah sepanjang tidak mempengaruhi kemandirian badan peradilan.
6.  Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta atau menunjuk/mendelegasikan kepada pejabat Hakim lainnya.
7.  Mengadakan Rapat Dinas
8. Mendorong semangat kerja, disiplin, kemampuan, keterampilan, kejujuran, ketelitian dan kecermatan seluruh Pegawai terhadap tugas pokok masing-masing.
9.  Menunjuk dan membentuk Tim Penegakan Disiplin Kerja.
10. Menetapkan kebijakan terhadap laporan Tim Penegakan Disiplin Kerja.
11.  Memberikan petunjuk, teguran dan peringatan kepada pegawai sesuai keperluan.
12. Memberi penilaian terhadap kinerja Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Palembang Kelas IA yang dituangkan dalam DP 3.
13. Menunjuk dan mengevaluasi kinerja Hakim Pengawas Bidang secara berkala.
14.  Menindak lanjuti hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk dikoordinasikan kepada pejabat penanggung jawab.
15. Menunjuk dan membentuk Tim BAPERJAKAT serta menindaklanjuti hasil rapat tim BAPERJAKAT.
16. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.
17. Menunjuk serta menetapkan susunan Majelis Hakim dan Hakim Mediator, serta membuat PMH dalam penanganan setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.
18. Membagikan berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
19.  Menetapkan pelaksanaan sita dan eksekusi putusan Pengadilan Agama Palembang Kelas IA yang telah berkekuatan hukum tetap.
20.  Menetapkan kebijakan atas permintaan bantuan pemanggilan, pemberitahuan, pengumuman, penyitaan dan eksekusi dari pengadilan agama di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.
21.  Menjalankan tugas sebagai supporting unit Pengadilan Tinggi Agama Palembang antara lain dengan memberikan regulasi, laporan kegiatan secara benar dan tepat waktu, baik dalam tugas pelaksanaan teknis maupun non teknis.
22.  Menjalankan tugas teknis dan peningkatan SDM lain yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
23.  Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Mahkamah Agung RI.
24.  Mengadakan konsultasi dengan atasan dan atau institusi terkait sesuai kebutuhan.
2. Tugas Wakil Ketua Pengadilan
1) Mengawasi jalannya peradilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang Kelas IA dan bersama Ketua bertanggung jawab mewujudkan visi dan misinya.
2)  Menjaga dan mempertahankan kemandirian Pengadilan Agama Palembang Kelas IA dan menghindarkan diri dari prilaku unprofesional conduct.
3) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
4) Bersama Ketua menetapkan serta menjadwalkan rencana dan sasaran setiap tahun kegiatan.
5) Bersama Ketua melaksanakan hasil-hasil rapat kerja dan rapat koordinasi daerah PTA dan PA sewilayah PTA Palembang.
6) Melaksanakan sebagian/sepenuhnya tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan apabila Ketua berhalangan.
7) Bersama Ketua mengatur pembagian dan memantau pelaksanaan tugas bawahan.
8)  Selaku koordinator pengawasan, mengkoordinir hakim pengawas bidang, melakukan pengawasan / pembinaan terhadap pejabat struktural, fungsional dan petugas terkait, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti dan dievaluasi.
9) Bersama Ketua mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf Pengadilan Agama Palembang Kelas IA serta memberikan pembinaan, teguran dan peringatan kepada pegawai yang dipandang perlu.
10) Selaku Ketua Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja, melakukan evaluasi disiplin kerja pegawai secara berkala dan memberikan pembinaan, teguran dan peringatan kepada pegawai yang dianggap kurang/tidak disiplin.
11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu sebagai pengawas atau tugas-tugas lain yang ditetapkan dan diperintahkan oleh ketua.
12) Selaku Ketua Baperjakat melaksanakan rapat Baperjakat secara periodik serta melaporkan hasil rapat kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.
13) Bersama Ketua menjalankan tugas sebagai supporting unit Pengadilan Tinggi Agama Palembang antara lain dengan memberikan laporan kegiatan secara benar dan tepat waktu, baik dalam tugas pelaksanaan teknis maupun non teknis.
14) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan langsung/pimpinan.
15) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
16)  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama  Kelas IA Palembang
17) Menjalankan tugas teknis dan peningkatan SDM lain yang diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A  Palembang.
3. Tugas Sebagai Hakim / Ketua Majelis
1) Melaksanakan tugas yuridis yaitu: “Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang”:
a. Perkawinan;
b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c. Wakaf dan Shadaqah;
d. Ekonomi Syariah;
2) Menerima pembagian berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara dari Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.
3) Melakukan Pemeriksaan Internal sesuai dengan SK Hakim Pengawas Bidang.
4)  Membagi berkas perkara kepada hakim anggota.
5) Membuat dan menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS).
6)  Melaksanakan persidangan majelis baik di ruang sidang maupun di tempat lainnya (sidang keliling) yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.
7) Mempelajari referensi, putusan, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan dan mencatat dalam catatan harian.
8)  	Memimpin  jalannya persidangan dan permusyawaratan majelis.
9) Memeriksa dan menandatangani berita acara persidangan.
10)  	Membuat/menandatangani putusan dan penetapan.
11) Melakukan minutasi berkas perkara dan membuat berita acara minutasi.
12) Melakukan pemeriksaan setempat (PS) atas objek sengketa.
13)	Memerintahkan kepada Panitera Pengganti melaksanakan tugas-tugas teknis perkara.
14) Memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan, pemberitahuan dan penyitaan/pengangkatan sita.
15) Menjalankan tugas sebagai Hakim Mediator sesuai penunjukan Mediator Hakim.
16) Menjalankan tugas lain yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama  Kelas IA Palembang.
4. Tugas Sekretaris
1) Bertugas menyelenggarakan administrasi umum serta mengatur tugas Para Kasubbag.
2) Membuat pembukuan administrasi, neraca dan laporan keuangan, dengan dibantu oleh Bendahara DIPA.
3) Menyelenggarakan tugas-tugas umum, sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor.
4) Mengatur tugas pengelola perpustakaan, sehingga buku-buku dapat dimanfaatkan secara efektif oleh semua pegawai.
5) Bertanggung jawab terhadap pelaporan dari pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAKPA) dan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
6) Memerintahkan pencatatan dan pemeliharaan terhadap barang-barang inventaris kantor.
7) Mencatat dan mengatur jadual kegiatan Ketua Pengadilan Agama di dalam dan di luar kantor serta menyampaikan dan mempersiapkan pelaksanaannya.
8) Sebagai Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus menginformasi hal-hal penting demi terselenggaranya transparansi Pengadilan Agama  Kelas IA Palembang.
9) Menjalankan tugas sebagai anggota Tim BAPERJAKAT.
10) Menjalankan tugas sebagai sekretaris Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja.
11) Menjalankan tugas lain yang ditetapkan dan diperintahkan atasan/pimpinan Pengadilan Agama  Kelas IA Palembang.
12) Memberikan penilaian terhadap kinerja para Kasubag di Pengadilan Agama Palembang yang kemudian di tuangkan dalam SKP dan DP3.
5. Tugas Panitera
1) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Panitera Pengganti.
2) Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, atau menunjuk Panitera Pengganti menjalankannya, serta menjaga kerahasiaan berita acara persidangan.
3) Bertugas sebagai Kasir dan atau dapat menunjuk pegawai untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagai Kasir.
4) Bersama-sama dengan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti melaksanakan putusan yang dimohonkan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama  Kelas IA Palembang.
5) Mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau di tempat perkawinan berlangsung.
6) Memberikan akta cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.
7) Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan.
9) Menentukan bahwa semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan undang-undang.
10) Bertanggung jawab pelaksanaan Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
11) Bertanggung jawab terhadaplaporan perkara baik bulanan, tri wulan, semesteran dan tahunan.
12) Membuat instrumen-instrumen kinerja agar proses administrasi perkara dapat berjalan dengan tertib.
13) Mengatur pelaksanaan tugas bantuan pemanggilan, pemberitahuan, sita dan eksekusi dari Pengadilan Agama di daerah lain.
14) Melaksanakan tugas di luar jam dinas apabila sewaktu-waktu volume pekerjaan meningkat melebihi waktu yang tersedia.
15) Menjalankan tugas sebagai anggota Tim BAPERJAKAT.
16) Memberikan penilaian terhadap kinerja Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Palembang yang kemudian di tuangkan dalam SKP dan DP3.
17) Mengatur jalannya pelaksanaan Meja Informasi dan Pengaduan di Pangadilan Agama Palembang.
18) Mengawasi pelaksanaan petugas Meja I, Meja II dan Meja III di Pengadilan Agama Palembang.
6. Tugas Sebagai Panitera Pengganti
1)  Melaksanakan tugas fungsional kepaniteraan perkara.
2) Mempertanggung jawabkan kinerja kepada Ketua Majelis Hakim dan kinerja administrasi kepada Panitera.
3) Menerima berkas yang akan disidangkan dari Panitera dengan meneliti kelengkapan-kelengkapannya sebagai berikut:
a. Instrumen berkas;	
b. Surat gugatan atau permohonan;
c. SKUM;
d. Penetapan Majelis Hakim;
e. Penetapan Hari Sidang;
f. Penunjukan Panitera Pengganti;
g. Surat-surat perkara lainnya;
4)  Mengikuti persidangan dengan mencatat semua peristiwa  hukum yang terkait dengan perkara yang disidangkan.
5)  Membuat dan menandatangani berita acara persidangan secara tepat waktu;
6) 	Menyerahkan berita acara yang sudah diketik dan ditandatangani kepada Ketua Majelis sebelum persidangan berikutnya.
7)  Melaksanakan perubahan, perbaikan berita acara yang diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim.
8)  	Menjaga kerahasiaan berita acara persidangan.
9) Menyampaikan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti penundaanpenundaan sidang untuk proses pemanggilan.
7. Tugas Sebagai Juru Sita
1)  Melaksanakan tugas fungsional kejurusitaan.
2)  Mempertanggung jawabkan kinerja teknis kepada Ketua Majelis Hakim dan kinerja administrasi kepada Panitera dengan mengacu pada pola bindalmin dan ketentun perundang-undangan.
3)  Menerima:
a. Penunjukan Jurusita;
b. Salinan penetapan hari sidang;
c. Salinan surat gugatan atau permohonan;
d. Salinan putusan;
e. Surat perintah pelaksanaan eksekusi/sita dari panitera serta panitera pengganti; untuk diproses pemanggilan, pemberitahuan isi putusan serta eksekusi/penyitaan.
4)   Melaksanakan semua perintah kejurusitaan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim.
5) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan isi putusan dan penetapan menurut ketentuan yang berlaku.
6)  Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7)   Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
8)    Menjalankan tugas lain yang ditetapkan dan diperintahkan atasan/pimpinan Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.
9)   Koordinator bantuan panggilan/ relaas kepada Pengadilan Agama lain.
[bookmark: _Hlk159675061]
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang
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BAB  IV
 PEMBAHASAN 

A. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pasca Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2022
Pelaksanaan mediasi pasca lahirnya PERMA Nomor 3 tahun 2022 di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang dalam perkara perceraian sangat membantu pihak yang berpekara yang tidak dapat hadir secara langsung di pengadilan Agama karna adanya alasan pekerjan, yang berada diuar negeri atau sedang melaksanakan tugas Negara dan proses perkaranya tidak terhambat dengan adanya peroses mediasi secara online atau zoom yang dapat mempengaruhi kelancaran proses mediasi elektronik pada kasus perceraian diPengadilan Agama kelas 1A Palembang dan mediator berperan penting untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama dengan tidak melaksanakan pandangan atau peniaiaannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.[footnoteRef:55] [55:  Wawancara dengan Hakim Raden Ayu Husna Bidang IT Pengurus Aflikasi Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang , pada tanggal 7 juni 2023] 

Perma 1 Tahun 2016 tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan telah membuka kemungkinan pertemuan mediasi dilakukan secara elektronik  melalui media audio  visual jarak jauh.  Kehadiran virtual para pihak melalui media komunikasi audio visual tersebut dianggap  sebagai kehadiran langsung.  Tiga tahu kemudian,  terobosan kebijakan mediasi secara elektronik tersebut sangat relevan dan mendukung ekosistem layanan peradilan elektronik (e-court) yang diterapkan  melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019. Mediasi elektronik juga dibutuhkan dalam keadaan tertentu (pandemi) yang membatasi pertemuan tatap muka. Namun, norma yang mengatur mediasi elektronik dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum rinci,  hanya dimuat dalam 2  Pasal, yaitu Pasal  5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat  (2). Keadaan tersebut menjadi pertimbangan diterbitkannya  Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang  Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Perma  ini menjadi norma pelengkap bagi Perma Nomor 1 Tahun 2016.75

Beberapa hal penting dari Perma Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Keberadaan mediasi secara elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi  di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.
2. Mediasi elektronik hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasanya.
3. Proses mediasi elektronik menggunakan aplikasi yang dapat memfasilitasi pertemuan dan  pengiriman dokumen elektronik. Aplikasi mediasi elektronik ditentukan oleh para pihak atas usulan yang disampaikan oleh Mediator. 
4. Pertemuan mediasi berlangsung dalam ruang mediasi virtual yang diperlakukan sebagai tempat mediasi yang sah  sebagaimana ruangan mediasi di pengadilan. Mediator juga dapat melakukan kaukus secara elektronik.
5. Tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dapat berlangsung dalam pertemuan tatap muka sepanjang hal tersebut  disepakati kedua belah pihak.
6. Semua proses administrasi mediasi menggunakan sarana elektronik, mulai dari pencatatan, penetapan penunjukan mediator, penyampaian resume perkara, panggilan, hingga penyampaian hasil mediasi. Demikian pula, penandatanganan kesepakatan perdamaian menggunakan tanda tangan elektronik. 
Mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang  jika ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2022, penyelenggaraanya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 bahwa mediasi elektronik dilakukan secara sukarela oleh para pihak tanpa adanya keterpaksaan. Mediasi elektronik memang dibutuhkan oleh para pihak dalam memudahkan komunikasi yang tidak bisa dilangsungkan secara tatap muka.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh hakim-hakim  di Pengadilan Agama  sebagai berikut: “Tahapan proses mediasi elektronik itu sama saja dengan proses mediasi secara tatap muka mungkin yang membedakannya hanya dicarapertemuannya. Kalau mediasi online bertemu lewat pertemuan online sedangkan mediasi offline bertemu secara langsung”.[footnoteRef:56] [56:  Wawancara dengan hakim Muhamad Iqbal  di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang pada tanggal 7 juni 2023] 

Proses mediasi elektronik itu sama saja dengan mediasi secara langsung yang membedakan hanya mediasi elektronik dilaksanakan dengan menggunakan media audio atau video dan harus memastikan yang mengikuti mediasi elektronik adalah pihak yang bersangkutan dikarenakan mediasi yang menggunakan elektronik atau online itu dapat dimanipulasi sedangkan mediasi tatap muka secara langsung dengan bertemu langsung antara para pihak dan mediator. Tahapan proses mediasi yang pertama yaitu pra mediasi, hakim pemeriksa menjelaskan tata cara mediasi, mendapatkan persetujuan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik dan para pihak memilih mediator selanjutnya tahap pelaksanaan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati yaitu pembukaan dan perkenalan kemudian para pihak menceritakan permasalahan mereka dan mediator memberi saran, dan proses terakhir adalah kesimpulan.
Disamping itu, aplikasi penggunaan mediasi ditentukan oleh para pihak atas usulan dari mediator dengan mempertimbangkan aplikasi yang dapat menfasilitasi proses pertemuan dan memudahkan pengiriman dokumen secara elektronik serta pertemuan mediasi dilakukan di ruang mediasi elektronik yang diperlukan sebagai tempat yang sah sebagaimana ruangan pengadilan. Hal ini sesuai dengan PERMA Nomr 3 Tahun 2022 pasal 10 dan 11 mengenai penetuan aplikasi dan ruang virtual penyelenggaraan mediasi elektronik. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan mediasi dengan mediasi yang terdiri dari menciptakan forum sesuai dengan jadwal kesepakatan, mengumpulkan data dan tahap negosiasi sesuai dengan Pasal 16. 
Pada tahap ini mediator Pengadilan Agama Palembang menyiapkan forum dengan menfasilitasi ruangan dan aplikasi zoom yang telah disepakati para pihak dan mediator untuk melakukan mediasi elektronik bersama Pengadilan Agama Mediator mengawali dengan perkenalan dan memastikan para pihak yang mengikuti mediasi adalah pihak yang benar. Kemudian, para pihak menceritakan persoalan yang terjadi berdasarkan sudut pandang dari masing-masing pihak. Pada tahap ini mediator diharuskan mendengarkan dengan seksama. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan persoalan yang terjadi mediator memberi saran kepada mereka. Disini mediator harus memiliki sifat netral dan tidak memaksa para pihak dalam memutuskan penyelesian masalahnya mengharuskan mediator mencari solusi atau masukanmasukan yang dapat diterima oleh para pihak. Pada tahap ini mediator harus hati-hati dan sabar karena proses mediasi durasinya cukup panjang sehingga dikhawatirkan akan terjadi masalah jaringan baik dari mediator atau para pihak.

Setelah proses mediasi terlaksana, tahap selanjutnya merupakan kesimpulan atau penentuan hasil kesepakatan. Pada tahapan ini, sesuai dengan PERMA Nomor 3 tahun 2022 pasal 23 yaitu mediator menyampaikan pernyataan hasil mediasi melalui sistem informasi Pengadilan. Ditahap ini para pihak saling merumuskan butir-butir kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian, mediator membantu menampung dan merumuskan dalam sebuah klausul kesepakatan. 
Sejak pemerintah mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia, berbagai daerah kemudian juga mengkonfirmasi kasus yang terjadi di daerahnya. Covid-19 merupakan salah satu penyakit menular dan mematikan yang menjadi wabah di seluruh dunia. Sebab inilah, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan dan telah keluarkan peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik.
Sejak tidak ada lagi covid-19 dari situ PERMA Nomor 03 Tahun 2022 masih tetap berlaku di Pengadilan Agama dan  sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beradah di luar kota untuk mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, dan juga untuk membuat semakin efektif apabila adanya ruangan khusus untuk hakim, mediator, dan orang yang berperkara untuk mendamaikan masalah yang terjadi.
Beberapa kebijakan tersebut adalah melakukan penerapan jaga jarak atau social distancing, akibatnya segala aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan selain itu berbagai sektor juga berdampak dengan adanya pandemi ini. Penerapan work from home bebagai instansi baik pemerintah maupun swasta menyebabkan beralihnya kegiatan yang tadinya dilakukan bertatap muka secara langsung digantikan dengan bertatap muka di dunia virtual dengan bantuan bebagai teknologi informasai. Untuk mengatasi masalah terbatasnya jarak dan waktu dalam komunikasi dalam saat ini berbagai negara mengoptimalkan tehnik penyelesaian sengketa secara damai yaitu dengan konsep yang dapat mempermudah proses mediasi yang pada umumnya melalui tatap muka secara langsung kemudian bertransformasi menjadi melalui sambungan video dengan aplikasi secara online.[footnoteRef:57] [57: Wawancara dengan hakim M.Lekat. di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, pada tanggal 7 juni 2023] 

Dasar hukum mediasi yang dilakukan secara daring telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yakni tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan : “Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.” Berdasarkan PERMA tersebut sangat dimungkinkan dilakukannya mediasi secara online sehingga hal ini dapat menjadi alternatif karena sesuai dengan aturan dari pemerintah untuk melaksanakan pembatasan sosial namun tetap memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan protokol kesehatan hanya saja dalam PERMA tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai mediasi yang dilakukan melalui audio visual atau online.[footnoteRef:58] [58:  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama.] 

Pada prinsipnya, baik penyelesaian sengketa mediasi online maupun mediasi offline tidak ada perbedaan, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan dalam mediasi secara online menggunakan media teknologi komunikasi elektronik audio visual, seperti aplikasi zoom, skype, google meet maupun whatsapp. Sehingga mediasi yang tadinya bertatap muka secara langsung di dunia nyata tergantikan oleh dunia virtual. Penyelesaian perkara secara damai dalam sistem peradilan atau lebih dikenal dengan, telah lama dikenalkan di Indonesia. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 154 menyatakan bahwa jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak yang bersengketa datang, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim, akan mencoba memperdamaikan mereka. Jika perdamaian terjadi, pada waktu sidang wajib dibuatkan sebuah akta perdamaian, dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka akta tersebut berkekuatan hukum dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim.
Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan adil, yang bertugas mendorong para pihak untuk mencari solusi yang menguntungkan para pihak (win-win solution). Kewajiban hakim mendamaikan para pihak kemudian dioptimalkan dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam ketentuan berperkara di pengadilan. Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Adapun alur proses mediasi di Pengadilan Agama sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yakni sebelum memasuki tahap mediasi, gugatan cerai harus terlebih dahulu didaftarkan ke Pengadilan Agama yang bersangkutan secara langsung maupun melalui Elektronik. 
Ketika para pihak telah memilih mediator yang mereka sepakati maka tahap selanjutnya masuklah pada proses mediasi, kepada para pihak, mediator harus mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi untuk disepakati. Atas kesepakatan berasama para pihak dan mediator mediasi dilakukan via audio visual dengan menggunakan aplikasi zoom meeting Hakim mediator di Pengadilan Agama melakukan mediasi virtual dengan para pihak yang bersengketa yang berada di luar Pengadilan Agama. Jika diperlukan dan dianggap masih ada peluang besar untuk berdamai maka dapat disepakati antara para pihak dan mediator proses mediasi dapat dijadwalkan lagi. Apabila dianggap perlu dilakukan kaukus yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, mediator dapat menjadwalkannya. Kaukus merupakan strategi yang digunakan mediator dalam mediasi.
Hanya saja bagi mediator hakim melakukan kaukus secara daring merupakan hal sangat berisiko terkait kode etik jabatan hakim. Pertimbangan juga bahwa pemahaman online ini kan lewat telepon karena hal tersebut beresiko terhadap hakim mediator karena yang memediasi disni itu adalah hakim mediator jadi beresiko terkait kode etik. Bisa saja menghubungi pihak lewat telepon jika ada agendanya memediasi hanya saja itu sangat riskan bisa saja hal itu disalah gunakan oleh pihak untuk bicara hal lain-lain, misalnya saja terkait gratifikasi, suap atau lain-lain yang digunakan secara pribadi itu yang dihindari. Berbeda halnya bagi mediator non hakim yang jauh bisa leluasa melakukan itu.[footnoteRef:59] [59:  Wawancara Dengan Hakim Muhamad  Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pada Tanggal 8 Juni 2023] 

Tahap mediasi di Pengadilan Agama diakhiri dengan keputusan para pihak. Jika mediasi berakhir dengan kesepakatan perdamaian maka harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Mediator dan para pihak yang bersengketa, dan jika dalam mediasi diwakili oleh kuasa hukum para pihak maka harus dinyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Tahap selanjutnya, yakni para pihak wajib memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan. Para pihak dapat mengajukan kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian yang telah terjadi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Hakim juga dapat membuat clausula pencabutan gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai apabila para pihak tidak ingin kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian dan gugatan perkara dicabut.[footnoteRef:60] [60:  Haq, Hilman Syahrial. (2020). Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jateng: Lakeisha.] 

Selain itu mediasi yang berhasil sebagian yakni dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, jika dalam kasus perceraian akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai namun ada kesepakatan lain yang terjadi misalnya sepakat damai dalam hal akibat hukumnya. Contoh sepakat damai dalam hal hak asuh anak atau pembagian harta bersama. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka mediator wajib memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal. Kegagalan proses mediasi tidak menggugurkan kewajiban hakim untuk mendamaikan sebagaimana amanat Pasal 130 HIR/154 Rbg. Implikasinya, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
Konsekuensi lain jika mediasi dinyatakan gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Hal ini relevan dengan prinsip kerahasiaan yang menghendaki segala aktivitas dan informasi yang terjadi dalam proses mediasi tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun, baik oleh mediator maupun para pihak yang bersengketa. Seorang mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang tangani. Bahkan setelah mediasi selesai dilakukan, seorang mediator dianjurkan untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang terkait masalah yang sedang dimediasi. 
Mediasi online yang dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh sudah berlaku sejak tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama sehingga sedapat mungkin apa yang dilakukan dalam mediasi offline dilakukan dalam mediasi online tentu saja dengan berbagai penyesuain. Selain itu penggunaan aplikasi media telekomunikasi sebagai ruang diskusi dan fasilitas komunikasi privat serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi dengan cara-cara yang baik, karena ada pihak yang bersengketa tidak memiliki smartphone ataupun laptop yang dapat digunakan sebagai media mediasi online sehingga hal tersebut juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi secara online. namun yang menjadi kendala adalah terkadang terjadi gangguan terhadap jaringan internet.[footnoteRef:61] dan permasalahan yang diatas masih dialami sampai sekarang. [61:  Dian Mustika, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi,” Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 15, no. 2 (2015): 297–308, doi:10.33474/hukum.v9i1.7492.] 


B. Upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Mendamaikan (Mediasi) Perkara Perceraian Secara Elektronik
Upaya dalam mendamaikan perkara perceraian diPengadilan Agama sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sudah banyak yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan upaya damai, tetapi hal ini disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hal ini dilaksanakan pada setiap awal persidangan sebagaimana amanah dari pasal 130 HIR dan 154 RBg. Tidak terlaksananya upaya damai atau proses mediasi pada setiap awal persidangan ini mengakibatkan persidangan batal demi hukum. Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut menjadikan waktu dan ruang mediasi bertambah yaitu mediasi litigasi dan mediasi non litigasi. Mediasi litigasi adalah mediasi yang dilaksanakan dalam persidangan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan, sedangkan mediasi non litigasi adalah mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan yang oleh PERMA disebutkan sebagai mediasi yang terintegrasi dengan proses beracara di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan, Mahkamah Agung • telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang  mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses berperkara di pengadilan.bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi.
Mediasi tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan perdamaian antar para pihak yang bersengketa dimana dalam upaya untuk mencapai perdamaian tersebut dibantu atau difasilitasi oleh mediator. Mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam sukses atau tidaknya pelaksanaan mediasi. Peranan mediator bukan hanya sebagai penengah yang bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, namun harus membantu para pihak untuk menemukan jalan keluar penyelesaian sengketa atas dasar kesepakatan bersama sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 
Salah satu peranan penting dari seorang mediator adalah bagaimana mampu mendorong dan menciptakan lahirnya suasana diskusi yang konstruktif antara para pihak. Peranan ini menjadi penting karena tentunya para pihak membutuhkan suasana mediasi yang nyaman agar kemudian dapat berdiskusi dengan tenang guna dapat menyepakati suatu perdamaian. Faktor yang menentukan dalam terciptanya suasana mediasi yang nyaman konstruktif adalah terkait dengan tata cara pelaksanaan mediasi berikut venue atau tempat pelaksanaannya. 
Adapun pengaturan mengenai tempat pelaksanaan mediasi dapat ditemukan pada Pasal 15 ayat (1) PERMA Nomor 1 2016 yang pada pokoknya menyatakan mediasi dilaksanakan secara langsung tatap muka pada salah satu ruang yang ada di pengadilan. Dewasa ini, pada setiap Pengadilan Negeri umumnya telah menyediakan ruangan khusus yang representatif dan dapat dimanfaatkan bagi para pihak untuk bermediasi. Meskipun telah terdapat ruangan untuk melaksanakan mediasi di kantor Pengadilan Negeri namun hal ini tidak mengurangi hak para pihak untuk melaksanakan mediasi di tempat lain di luar pengadilan selama hal tersebut mereka sepakati.
Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis, (3) Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum maupun maksud itu dapat disimpulkan sbegai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”, dan (4) Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak daptlah perdamian itu dibantu dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.[footnoteRef:62] [62:  Abdul Kadir Muhammad, Hukum acara Perdata Indonesia (Cet.III, Alumni, Bandung, 1996).] 

Mediasi jarak jauh baru dilaksanakan ketika memang kondisi para pihak atau salah satu pihak tidak memungkinkan untuk datang langsung ke kantor PN Padang untuk menghadiri proses mediasi. Adapun aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan mediasi secara elektronik adalah Whatsapp Video Call. Sebagai contohnya adalah ketika ada salah satu pihak dalam sengketa terular COVID – 19 sehingga harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. 
Selain itu, mediasi jarak jauh juga dilaksanakan ketika salah satu pihak tidak dapat datang ke pengadilan agama  untuk menghadiri mediasi dikarenakan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  yang menyulitkan pihak tersebut untuk berangkat dari tempat domisilinya ke kota Padang. 
Berdasarkan data yang didapatkan dari Sistem Aplikasi Penelusuran Perkaraatau didapatkan data bahwa pada bulan Januari – Agustus 2021 3 perkara gugatan perdata yang masuk kepengadilan agama  dan 1 perkara perlawanan /Istilah Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dimana pada sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan, Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah: cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[footnoteRef:63]  [63:  Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Cet.IV, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).] 

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi dalam konteks mediasi di pengadilan, ternyata mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.[footnoteRef:64] [64:  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun2008 ] 

Pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (parij verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.
Meskipun perkara telah diputuskan oleh majelis hakim, para pihak yang ingin melakukan perdamaian bisa melakukan Mediasi di tingkat banding hingga kasasi. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian ditingkat banding atau kasasi wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding/Kasasi wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.[footnoteRef:65] [65:  Wawancara Dengan Hakim Abdul Samad Aziz Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.] 

Seperti yang dikatakan di awal proses mediasi secara online sama dengan mediasi offline hanya saja yang bebeda adalah media yang digunakan. Dalam mediasi online yang menggunakan media audio visual misalnya aplikasi Zoom seorang mediator melakukan panggilan video call di smartphone ataupun laptop di sebuah ruangan yang telah ditentukan di lingkungan Pengadilan Agama dengan para pihak pengguna mediasi sedangkan parapihak yang dimediasi berada di luar dari Pengadilan Agama, misalnya di rumah ataupun di kantor. Di bawah ini merupakan foto dari kegiatan mediasi online gugat cerai yang dilakukan mediator di beberapa Pengadilan Agama terhadap tergugat dan penggugat dengan menggunakan aplikasi audio visual WhatsApp, Zoom dan Skype.
Selain itu keahlian mediator dituntut harus lebih pandai dalam mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Karena ketika mediasi dilakukan secara online mediator tidak bertatap muka secara langsung dengan para pihak yang bersengketa tetapi melalui perantara media elektronik sehingga seorang mediator akan sangat sulit dalam mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak-pihak.
Adapun pengetahuan masyarakat terkait teknologi juga mempengaruhi efektif atau tidaknya mediasi yang dilakukan secara online. Karena ada sebagian masyarakat ada yang paham dan ada juga yang tidak dengan menggunakan media telepon yang tidak paham menggunakan media telekomunikasi audio visual seperti zoom, ataupun skype sehingga mereka tidak siap untuk melakukan mediasi secara elektronik dan lebih memilih menempuh jalur mediasi dengan bertatap muka secara langsung. Seperti halnya yang disampaikan oleh Abd. Muchsin : “Faktornya para pihak memang tidak siap untuk elektronik, jangankan mediasi sidang saja terkadang sidang saja mereka tidak siap secara elektronik.”[footnoteRef:66] [66:  Wawancara Dengan Panitera Yuli Suryadi  Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang] 

Setelah mendaftarkan perkaranya para pihak wajib menempuh proses mediasi. Apabila proses mediasi berhasil maka perkara perceraian tersebut akan dicabut dan apabila mediasi gagal maka perkara tersebut akan di lanjutkan ke dalam proses persidangan. Tercapainya kesepakatan para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi merupakan parameter keberhasilan mediasi. walaupun demikian, tidak berarti keberhasilan mediasi dalam masalah cerai gugat hanya diukur dari tercapainya kesepakatan para pihak untuk rujuk kembali. Jika selama ini parameter ini yang digunakan, maka tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat tidak akan memperlihatkan angka yang signifikan.
Penyelesaian sengketa atau konflik dengan melalui mediasi merupakan suatu hal yang diharapkan, cara ini dipandang lebih baik. Karena penyelesaian sengketa dengan jalan damai lebih memberikan maslahah kepada pada pihak yang bersengketa, selain itu dapat memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan mediator yang tidak memihak dalam upaya menemukan jalan keluar penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak. 
Adapun yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi online  sebagai berikut:
a. Faktor para pihak
Ketidakhadiran para pihak dalam mediasi menjadi penghambat keberhasilan mediasi. Keinginan para pihak yang kuat untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga kedatangan mereka ke Pengadilan Agama merupakan langkah terakhir karena sebelumnya mereka telah berusaha didamaikan oleh hakam atau pihak keluarga/pihak lain sehingga dengan tekad yang kuat sudah ingin bercerai oleh karenanya upaya perdamaian menjadi sulit dilakukan. Kemudian kurangnya itikad baik dari para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
Selain itu seperti yang dijelaskan di awal terkait kurangnya pemanfaatan media komunikasi audio visual, apabila pihak berhalangan hadir dalam proses mediasi. Karena banyak pihak pengguna mediasi yang belum paham tentang penggunaan teknologi komunikasi serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi juga menjadi hambatan.[footnoteRef:67] [67:  Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Aagung ( PERMA ) Nomor 1 Tahun 2016] 



b. Faktor mediator
Mediator juga menjadi penentu dalam keberhasilan mediasi. Karena ketika mediasi dilakukan secara online mediator tidak bertatap muka secara langsung dengan para pihak yang bersengketa tetapi melalui perantara media elektronik sehingga seorang mediator akan sangat sulit dalam mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak-pihak. Selain itu dengan jumlah mediator yang terbatas sedangkan jumlah perkara yang banyak sehingga beban kerja hakim yang sekaligus mediator semakin berat. Selain itu tidak menutup kemungkinan pelaksanaan mediasi hanya sebatas formalitas sebagai pemenuhan kewajiban Peraturan Mahkamah Agung saja.
c. Faktor perkara
Konflik yang terjadi antara suami istri merupakan konflik yang telah sangat rumit dan merupakan konflik yang berkepanjangan sehingga sudah sangat sulit untuk didamaikan. Peradilan Agama sebagai bagian dari peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sudah menjalankan maksud yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Sebagaimana disebutkan dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung bahwa tujuan mediasi salah satunya untuk menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan, walaupun masih relatif kecil tingkat keberhasilannya. Di Pengadilan Agama yang merupakan bagian dari “peradilan keluarga” yang karakteristik perkara didominasi oleh perkara cerai gugat yang merupakan persoalan hati yang berhubungan dengan perasaan, terlukanya perasaan atau hati bagi masing-masing pihak yang bersengketa memicu timbulnya ketegangan emosional dan psikologis, sehingga sulit lagi menemukan titik temu penyelesaian masalah secara damai Efektifitas mediasi cenderung diproyeksikan dapat menekan angka perceraian di Pengadilan, tidak terkecuali di lingkungan Pengadilan agama.[footnoteRef:68] [68:  Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” Jurnal YUDISIA 7, no. 2 (2016): 412.] 

bahwasanya mediasi secara jarak jauh atau elektronik belum termanfaatkan dengan baik selama pandemi COVID - 19 dikarenakan adanya kesulitan tersendiri yang ditemui oleh hakim mediator dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa namun tidak bertatap muka secara langsung. Seorang mediator dalam menjalankan tugasnya harus memiliki skill untuk berkomunikasi yang memadai agar kemudian dapat menyentuh sisi perasaan dari para pihak sehingga mereka berkenan untuk mengenyampingkan ego masing - masing dan fokus untuk menyepakati suatu perdamaian. Dalam menjalankan tugas tersebut mediator menemui kesulitan untuk berkomunikasi dengan para pihak jika harus dilaksanakan tidak secara langsung bertatap muka. Tentunya bahasa atau pesan yang ingin disampaikan akan berbeda penerimaannya jika dibandingkan antara berbicara secara langsung dengan berbicara melalui aplikasi media komunikasi elektronik seperti melalui Whatsapp Video Call ataupun Zoom Meeting. Hal ini dipersulit juga dengan keterbatasan sinyal yang beberapa kali membuat pelaksanaan Mediasi secara elektronik sempat terhambat. Selain kendala tersebut, hal yang kemudian juga menghambat terlaksananya pelaksanaan mediasi secara elektronik adalah ketidaktahuan para pengguna peradilan tentang dimungkinkannya mediasi dilaksanakan secara elektronik. 
Berdasarkan hasil pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mediasi yang dilakukan secara online belum sepenuhnya efektif. Terlepas dari hal tersebut ada beberapa kelebihan yang diperoleh dengan mediasi yang lakukan secara online antara lain:
a. Penghematan waktu dan uang. Keuntungan ini karena para pihak dapat menghemat waktu karena para pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk melakukan mediasi, mereka dapat melakukan di mana saja tanpa terkendala jarak dan waktu, selain itu tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan itu. (Ibrahim, 2015)
b. Bagi pihak yang enggan melakukan tatap muka secara langsung, dapat menghindar dari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindari perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis. 
Sebenarnya mediasi secara online memiliki prospek yang baik untuk menyelesaikan sengketa, akan tetapi penerapan mediasi secara online ini mengalami hambatan antara lain faktor peraturan, karena di Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan Perundang-Undangan yang mengatur hal ini. Sehingga diperlukan penyusunan peraturan yang baru yang mengatur tentang Mediasi secara online yang dilengkapi insfratuktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga, mediasi online sanggat bagus untuk membantu pihak yang  berpekara dalam mendamaikan perkara perceraian  dan yang tidak dapat hadir secara langsung atau yang  ada diwilayah luar kota Pengadilan Agama.
Berdasarkan uraian diatas selama ini indikator keberhasilan mediasi hanya diukur dari rujuknya kembali pasangan suami-isteri yang bersengketa yang melalui proses mediasi. Namun kedepannya keberhasilan mediasi indikatornya tidak lagi hanya kesepakatan untuk mencabut gugatan, tetapi mediasi dianggap berhasil apabila terdapat kesepakatan mengenai perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pokok persengketaan. 
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BAB  V
PENUTUP

A. Kesimpulan 
1. Efektivitas Pelaksanan Mediasi Elektronik Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pasca Lahirnya Perma Nomor 3 tahun 2022 adalah efektivitasnya sanggat bagus untuk membantu pihak yang  berpekara dalam mendamaikan perkara perceraian  dan yang tidak dapat hadir secara langsung atau yang  ada diwilayah luar kota Pengadilan Agama. Dan fasilitas komunikasi privat serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi dengan cara-cara yang baik, karena ada pihak yang bersengketa tidak memiliki smartphone ataupun laptop yang dapat digunakan sebagai media mediasi Selain itu pendukung terlaksananya dari pelaksanaan mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama  oleh fasilitas memadaikan, komunikasi yang baik oleh para pihak dan kerjasama dengan Pengadilan Agama dalam analisis deskriptif kualitatif.
2. Upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Mendamaikan (Mediasi) Perkara Perceraian Secara Elektronik adalah majlis hakim yang menyidangkan perkara tetap berkewajiban untuk mendamaikan pihak berperkara di persidangan. Seperti yang dikatakan di awal proses mediasi secara online sama dengan mediasi offline, media yang digunakan dalam mediasi online yang menggunakan media audio visual misalnya aplikasi Zoom seorang mediator melakukan panggilan video call di smartphone ataupun laptop di sebuah ruangan yang telah ditentukan di lingkungan Pengadilan Agama dengan para pihak pengguna mediasi sedangkan para pihak yang dimediasi berada di luar dari Pengadilan Agama, misalnya di rumah ataupun di kantor dan memberitahukan kepada pihak yang berperkara agar menyiapkan pasilitas dengan sebaik-baiknya agar mediasi elektronik ini berjalan dengan lancar.96

B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1.   Agar mediasi berjalan efektif, hendaknya Pengadilan Agama Palembang    Menyiapkan  fasilitas seperti ruangan khusus, jariangan yang bagus hingga terlaksananya mediasi yang nyaman dan efektif dalam memberikan pejelesan kepada para pihak mengenai mediasi dan harus mampu mengontrol jalanya mediasi serta meningkatkan metode atau Teknik yang digunakan dalam proses mediasi dan bagi para pihak hendaknya lebih tenang dalam menjalankan proses mediasi menerapkan Peraturan Mahkamah Agung.
2.  Agar meningkatnya  keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palembang diharapakan para hakim dan staf Pengadilan Agama agar melaksanakan tugas dengan baik dan professional untuk terwujudnya mediasi elektronik yang berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pihak pengadilan dan pihak yang berperkara.
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